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BUPATI TOA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

BUPATI TORAJA UTARA,

bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik (Good Governance} melalui pengelolaan dan
penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD), perlu adanya pertanggungjawaban
keunangan yang bersifat mengikat dalam 1 (satu}
Tahun Anggaran;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320
ayat(l) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, Bupati menyampaikan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan
yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia paling lambat 6 (enam) bulan
setelah Tahun Anggaran berakhir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b,
perlu  menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja = Daerah Kabupaten
Toraja Utara Tahun Anggaran 2018.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 3312)



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3688} sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21
Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor3851)sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4250);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomorl Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
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10.

11.

12,

13.

14,

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi
Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 4874);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 182, Tambgshan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5568};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502 sebagiamana  telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012, tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah {(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
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24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir  dengan  Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pendoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
450);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37
Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 680);

Peraturan Daerah  Kabupaten Toraja Utara
Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran
Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Toraja Utara Nomor 3);

Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Toraja Utara 6 1);

Peraturan daerah  Kabupaten Toraja  Utara
Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara
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Menetapkan

32.

Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten
Toraja Utara Tahun 2018 Nomor 13);

Peraturan Bupati Toraja Nomor 50 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara
Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten
Toraja Utara Tahun 2018 Nomor 51).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TORAJA UTARA
dan
BUPATI TORAJA UTARA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA  TAHUN
ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2,

b

Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistemm dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Toraja Utara.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah yang berkedudukan sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri Urusan  Pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.



7.

10.

11.

12.

(1)

(2)

Daerah  Otonom, selanjutnya disebut Daerah
adalah kesatuan masyarakat  hukum  yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang
mangatur dan mengurus Urusan Pemerintahan
dan Kkepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi Kewenangan Daerah.

Badan adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara
yang selanjutnya disingkat BPKAD.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan
kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah
tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan
pengawasan keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang selanjutnya disingkat APBD adalah
rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah
yang dibahas dan  disetujui bersama oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Pasal 2

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa
laporan keuangan memuat:

laporan realisasi anggaran;

neraca;

laporan arus kas;

laporan Operasinal;

laporan perubahan ekuitas;

laporan  perubahan Saldo Anggaran Lebih
(SAL); dan

g catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan iktisar
laporan keuangan badan usaha milik daerah/
perusahaan daerah.
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Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2018 sebagai
berikut:

a. pendapatan Rpl1.058.775.411.390,30
b. belanja Rpl1.027.592.287.967,00
surplus/(defisit) Rp31.183.123.423,30
c. pembiayaan
1. penerimaan Rp14.632.900.935,70
2. pengeluaran Rp1.500.000.000,00
pembiayaan netto Rp13.132.900.935,70
Sisa lebih  pembiayaan Rp44.316.024.359,00

anggaran tahun berkenaan

Pasat 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 sebagai berikut:

a.selisih  anggaran dengan realisasi pendapatan
sejumlah (Rp61.230.432.846,70) dengan rincian sebagai
berikut:

1. anggaran pendapatan Rp1.120.005.844.237,00
setelah perubahan

2. realisasi Rpl1.058.775.411.390,30
Selisih lebih/(kurang) Rp(61.230.432.846,70)

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
(Rp103.646.771.548,70)dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pendapatan Rpl1.131.239.059.515,70
setelah perubahan

2. realisasi Rp1.027,592.287.967,00
Selisih lebih/(kurang) Rp{103.646.771.548,70)

c. selisih  anggaran dengan realisasi surplus/defisit
sejumlah Rp42.416.338.702,00 dengan rincian sebagai
berikut:

1. surplus/defisit setelah Rp(11.233.215.278,70)
perubahan

2. realisasi Rp31.183.123.423.30
Selisih lebih/(kurang) Rp42.416.338.702,00

d. selisih  anggaran dengan  realisasi penerimaan
pembiayaan sejumiah Rp351.685.657,00 dengan rincian
sebagai berikut:

1. surplus/defisit setelah Rpl14.581.215.278,70
perubahan
2. realisasi Rp14.632.900.935,70

Selisih lebih /(kurang) Rp51.685.657,00
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e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran
pembiayaan sejumlah (Rpl1.848.000.00,00} dengan
rincian sebagai berikut:

1. anggaran pengeluaran Rp3.348.000.000,00
pembiayaan setelah
perubahan

2. realisasi Rp1.500.000.000,00
Selisih lebih /(kurang) Rp(1.848.000.000,00)

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto
sejumlah Rpl.899.685.657,00dengan rincian sebagai
berikut:

1. anggaran pengeluaran Rp11.233.215.278,70
pembiayaan  setelah
perubahan
2. realisasi Rp13.132.900.935,70
Selisih lebih /(kurang) Rp1.899.685.657,00
Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(l)
huruf b per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a. jumlah asset Rp10.330.362.154.779,60

b. jumlah kewajiban Rp40.804.065.650,91

c. jumlah ekuitas dana Rp10.259.558.089.128,70
Pasal 6

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) huruf ¢ untuk tahun yang berakhir sampai

dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a. saldo kas awal 1 Januari Tahun Rp14.634.328.036,70
2018

b. arus kas dari aktifitas operasi Rp247.426.452.368,30

c. arus kas dari aktifitas investasi Rp(216.243.328.945,00)
aset non keuangan

d. arus kas dari aktifitas Rp(1.500.000.000,00)
pembiayaan

€. arus kas dari aktifitas transitoris Rp20.488.078,00

f. saldo kas akhir per 31 Rp44.337.939.538,00

Desember Tahun 2018

Pasal 7

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1} huruf d untuk tahun yang berakhir sampai
dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO Rp1.059.875.965.480,65

b. Beban _Rp883.055.545,966,18
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c. Surplus/Defisit dari operasi Rp176.820.419.514,47

Pasal 8

Laporan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai
dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

Ekuitas Awal Rp10.107.864.536.257,00
Surpius/Defisit-LO Rp176.820.419.514,47
Selisih Revaluasi asset tetap Rp00,00

Koreksi ekuitas lainnya — Rp4.873.133 357,29
Ekuitas akhir Rp10.289.558.089.128,70

me Qo

Pasal 9

Laporan saldo akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai
dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rpl14.581.215.278,70
b. Penggunaan Sal sebagai
penerimaan pembiayaan tahun  Rpl4.581.215.278,70

berjalan
¢. Sisa lebih/kurang pembiayaan

anggaran (SILPA/SIKPA) Rp44.264.338.702,00
d. Koreksi kesalahan pembukuan

Tahun sebelumnya Rp51.685.657,00
d. Saldo anggaran lebih akhir Rp44.316.024.359,00

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2018
memuat informasi baik secara kuantitatif maupun
kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran] : Laporan realisasi anggaran

Lampiran 1.1: Ringkasan laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah
dan organisasi;

Lampiran 1.2: Rincian laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, pendapatan, belanja dan
pembiayaan;
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Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran [.5
Lampiran 1.6

Lampiran 1.7
Lampiran 1.8

Lampiran 1.9

Lampiran .10 :
Lampiran 1.11

Lampiran II

Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program dan
kegiatan,;

Rekapitulasi Realisasi anggaran belanja
daerah  untuk  Keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintahan
daerah dan fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan Negara;

Daftar piutang daerah;

Daftar penyertaaan modal (investasi)
daerah;

Daftar realisasi penambahan dan
pengurangan aset tetap daerah;

Daftar realisasi penambahan dan
pengurangan aset lainnya;

Daftar kegiatan—kegiatan yang belum
diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran berikutnya;

Daftar dana cadangan daerah;dan
Daftar pinjaman daerah dan obligasi
daerah;

Neraca;

Laporan arus kas;

Laporan operasinal;

Laporan ekuitas;

Laporan saldo anggaran lebih; dan
Catatan atas laporan keuangan.

Pasal 12

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat ( 2 ) terdiri dari :
laporan kinerja tercantum dalam Lampiran IV dan

a.

Ketentuan

merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari

Rancangan Peraturan Daerah ini; dan

ikhtisar

laporan  keuangan badan

usaha

milik

daerah/perusahaan tercantum dalam Lampiran VI dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

lebih

Pasal 13

lanjut mengenai penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian
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pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2018 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 20 Agustus 2019

PATL.TORAJA UTARA,

»
. -
i

Diundangkan di Rantepao =
pada tanggal 20 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2019 NOMOR 8.

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK. HAM.08.125.19.
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